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ABSTRAK 

Objek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai jaminan dalam kredit atau 

pembiayaan kerap mengalami masalah, yaitu dengan dialihkannya objek jaminan 

tersebut kepada pihak ketiga di mana tanpa adanya persetujuan dari pihak 

kreditor. Hal ini kerap terjadi pada suatu lembaga peminjaman tidak terkecuali di 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha. Yang penyusun 

kaji dalam skripsi ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 

fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha sudah 

sesuai dengan Undang-Undang berlaku serta cara penyelesaian masalah apabila 

terjadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur. Penelitian yang 

berjudul Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Di Koperasi Simpan Pinjam Dan 

Pembiayaan Syari’ah  Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta  Berkaitan 

Dengan Pengalihan Benda Jaminan. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian 

lapangan (field research), yaitu obyek penelitian langsung pada  lembaga KSPPS 

Prima Artha di Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. Semua data yang telah berhasil 

digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait 

dengan lembaga KSPPS Prima Artha dengan pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis empiris. 

Hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha 

prosedur pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan di KSPPS Prima Artha, 

sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 42 Tahun 

1999 tentang jaminan Fidusia serta memenuhi asas-asas dalam jaminan fidusia. 

Sedangkan hasil penelitian terhadap cara penyelesaian masalah yang 

dilakukan koperasi apabila terjadi pengalihan benda jaminan yang dilakukan oleh 

debitur yaitu penyelesaian dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan cara 

negosiasi, di mana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat 

peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur 

(pemberi jaminan fidusia) maka akan dilakukan eksekusi benda yang menjadi 

jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak 

diketemukan keberadaanya, maka akan dilakukan pencarian untuk objek jaminan 

fidusia tersebut dan akan dilakukaan eksekusi dengan cara title eksekutorial di 

mana tanpa putusan dari pengadilan. Eksekusi dilakukan dengan pembuktian akta 

fidusia yang telah didaftarkan. Objek jaminan yang telah dieksekusi akan 

dilakukan lelang atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah 

pihak dan hasil penjualan akan akan digunakan untuk pelunasan hutang debitor. 

Kata kunci; Pelaksanaan Jaminan fidusia, Perjanjian Kredit, Penyelesaian 

Pengalihan Benda Jaminan. 
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MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153) 

 

 

“Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya” 

(Cherterfield) 

 

 

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 

terhadap diri sendiri” 

(Benyamin Franklin) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semua orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan, kebutuhan ada 

yang bersifat mendesak dan ada yang bersifat tidak mendesak. Kebutuhan yang 

mendsesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak 

terlepas dari masalah biaya atau dana. Dana yang diperlukan biasanya tidak 

sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia acap kali tidak bisa mencukupi.1 

Untuk dapat mencapai dana dalam jumlah yang tergolong cukup besar tidak 

mudah apalagi dengan cara menggali dana sendiri, kebanyakan orang maupun 

badan usaha dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang 

dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain 

meminjam dana dari kreditur kemudian setelah jatuh tempo akan di bayar kembali 

kewajibannya. 

Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga 

tidak sembarangan di dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menginginkan 

terjadinya sebuah masalah yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang 

piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian 

terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian uang, hal ini sesuai 

dengan prinsip kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada 

kepercayaan karena debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar 

lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu bank 

                                                           
1 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: Rineka Cipta,  2009),  hlm. 1. 
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dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian 

kredit, antara lain: 2 

1. Watak (Character) 

2. Kemampuan (Capacity) 

3. Modal (Capital) 

4. Jaminan (Collateral) 

Secara umum jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan 

kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan adalah jaminan yang 

mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu sedangkan jaminan 

perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan 

pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Mengenai macam jaminan 

kebendaan, pertama-tama yang dikenal oleh KUH Perdata ialah gadai dan hipotek 

dan kedua yang diperkenalkan oleh yurisprudensi ialah fidusia.3 

Jaminan barang bergerak salah satunya adalah gadai sebagaimana diatur di 

dalam KUH Perdata. Barang yang digadaikan menurut aturannya wajib 

diserahkan kepada kreditur sampai utang debitur lunas. Kewajiban tersebut itulah 

yang menimbulkan masalah  dalam praktiknya, apabila barang yang dijaminkan 

itu berupa alat yang digunakan untuk mencari penghasilan diserahkan kreditur, 

maka akibatnya debitur memenuhi dua hambatan yaitu tidak memperoleh 

penghasilan dan utangnya menjadi tidak dapat dilunasi.4 

                                                           
2 Ibid., hlm. 159. 
3 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang,  (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013),  hlm. 10-11. 
4 Ibid., hlm. 232. 
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Fidusia sering disebut jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan 

suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang 

dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang 

diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya 

tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara 

constitutum possessorium. 5 Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Pasal 1 ayat 1 Fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kreditur dan debitur 

bersepakat untuk tidak perlu menyerahkan barang jaminan, debitur hanya 

menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada kreditur. Selama utang belum 

lunas kepemilikan barang dialihkan secara kepercayaan. Namun apabila debitur 

wanprestasi atas uangnya, maka barang jaminan diserahkan kepada kreditur untuk 

dijual secara lelang. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat 

dibutuhkan dalam lembaga keuangan mikro salah satunya adalah koperasi, 

mengingat koperasi adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan 

produk pembiayaan yang koperasi tawarkan kepada debitur. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukanm oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. 

                                                           
5 Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1985), hlm. 21. 



4 

 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.6 Menurut M. Syafi’i Antonio 

menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu 

pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

deficit unit.7 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi koperasi oleh 

karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas 

dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. 

Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia 

koperasi.8 

Dalam Undang-Undang UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di 

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat 

dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut,  maka secara yuridis Jaminan 

Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan 

Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan 

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia 

                                                           
6 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304. 
7 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Nusa 

Insani Press), hlm. 160. 
8 Sri Hartini, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT 

Bank Bukopin Tbk Jakarta”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2008), 

hlm. 13. 
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yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi 

Jaminan Fidusia. 

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia 

kekuasaannya tetap berada di tangan pemilik benda (debitur) dalam hal ini adalah 

penyerahan benda tanpa menyerahkan fisik dari benda tersebut. Kreditur 

mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan 

tersebut sebagaimana fungsinya, debitur harus mempunyai itikad baik untuk 

memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan 

mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.9  

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa 

pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada 

pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan 

benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

penerima fidusia.Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai 

bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan 

sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestai 

di antaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.   

Dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia hampir semua lembaga 

keuangan baik mikro maupun makro, khususnya di koperasi pernah mengalami 

pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, seperti halnya di 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah (KSPPS) Prima Artha, salah 

                                                           
9 Rilla Rininta Eka Satriya, “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur tanpa 

Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Narotama 

Surabaya, (2015). hlm 2. 



6 

 

satu penyebab debitur melakukan pengalihan benda jaminan adalah  karena usaha 

yang dilakukan mengalami kerugian, akhirnya debitur berinisiatif untuk menjual  

benda jaminan yang dimiliki kepada pihak lain. Pengalihan benda jaminan yang 

dilakukan oleh debitur kepada pihak lain tersebut membuat kerugian bagi KSPPS 

Prima Arta, karena benda jaminan tersebut dialihkan dengan cara dijual oleh 

debitur tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga pihak kreditur tidak bisa 

melakukan eksekusi benda jaminan tersebut, selain itu pihak kreditur juga 

mengalami sedikit kesulitan karena harus mencari sendiri benda yang di jaminkan 

guna melakukan eksekusi. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan 

Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Prima 

Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun merumuskan 

masalah penelitian yaitu: 

1. Apakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha sudah sesuai 

dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ? 

2. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi pengalihan objek jaminan 

yang dilakukan oleh debitur ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di 

KSPPS Prima Artha. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah dan penyelesaiannya yang muncul dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan mengenai 

mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia. 

2. Bagi koperasi untuk memberikan sebuah masukan terkait pelaksanaan 

jaminan fidusia yang di lakukan oleh debitur.  

 

E. Telaah Pustaka 

 Untuk melengkapi penelitian ini serta membuktikan bahwa judul ini 

belum pernah di jadikan oleh objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang 

lain,oleh karena itu penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang 

memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan. 

Pertama, skripsi karya Baiq Deviya Wulandari yang berjudul “Eksekusi 

objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan 

PT. FIF Cabang kudus “ . Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana 

praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT . FIF Cabang kudus dan untuk 



8 

 

mengetahui hambatan-hambatan yang muncul pada praktik eksekusi jaminan 

fidusia oleh PT. FIF Cabang kudus. Berdasarkan hasil penelitiannya dijelaskan 

bahwa poraktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. FIF Cabang kudus sudah 

sesuai dengan Undang-Undang Nonor 42 Tahun 1999. Selain itu di jelaskan 

bahwa PT. FIF Cabang kudus mengacu pada prosedur eksekusi dengan cara 

melaksanakan parate eksekusi dan menjual objek jaminan secara di bawah tangan 

atas dasar kesepakatan.10 

Kedua,  tesis yang ditulis oleh Yogi Ekamanti yang berjudul “Penyelesaian 

Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya 

Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang”, metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian 

sengketa yang di lakukan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi adalah dengan 

mengambil tindakan reschedulling dan restructuring, kemudian nasabah membuat 

surat pernyataan kesanggupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian 

pembayaran, apabila nasabah tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka seketika 

bank akan menarik barang jaminan dan melakukan pelelangan guna melunasi 

kreditnya. 11 

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Risye Maulina Dwiyanti, yang berjudul, 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fidusia sebagai jaminan Kredit 

                                                           
10 Baiq Dewiya Wulandari, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit 

Macat di Perusahaan Pembiayaan PT FIF Cabang Kudus”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2013). 
11 Yogi Ekamanti, “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia 

dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang”, Tesis, 

Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 

(2008). 
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pada BMT Ghifari di Yogyakarta”. Penelitian ini diadakan bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan fidusia di BMT Ghifari apakah sesuai dengan syariat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh data selengkap mungkin, 

dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang di 

lakukan adalah studi lapangan dilakukan observasi langsung dan juga dengan 

interview kepada pihak yang terkait. Guna memperoleh kesimpulan, data yang 

terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian adalah 

jenis surat berharga yang sering digunakan sebagai jaminan dalam pemberian 

kredit di BMT Ghifari adalah BPKB. Pelaksanaan jaminan fidusia pada BMT 

Ghifari berkiblat pada pendapat imam syafi’i menegenai penguasaan benda 

jaminan, di mana benda jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia 

(debitur). Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat berharga 

(fidusia) pada BMT Ghifari sebenarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

mu’amalah, selain berdasarkan pada semangat tolong menolong juga memelihara 

keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan 

dan kesempitan.12 

Keempat  skripsi yang ditulis oleh Hani Lisdiyani yang berjudul 

“Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis 

Yogyakarta”.penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sifat 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa untuk nilai pinjaman di atas Rp.25.000.000,00 yang 

                                                           
12 Risye Maulina Dwiyanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan fidusia sebagai 

Jaminan Kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta”, Skripsi,  Program Studi Muamalah, Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013). 
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didaftarkan ke kantor Kementrian Hukum dan HAM, sedangkan untuk dibawah 

Rp.25.000.000,00 hanya dilakukan pencatatan di Notaris saja. Kemudian untuk 

eksekusi benda jaminan fidusia BMT Tamzis hanya melakukannya secara 

kekeluargaan, jika sampai batas waktu yang ditentukan debitur tidak juga dapat 

memenuhi kewajibannya maka objek jaminan fidusia dijual secara bawah tangan 

sesuai kesepakatan.13 

Kelima tesis yang disusun oleh Indah Antari Murti yang berjudul 

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Atas kendaraan bermotor yang dijual 

pada Pihak ketiga pada Pt. Bank danamon (persero) tbk unit dsp Pracimantoro 

wonogiri, Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yaitu penelitian hokum dengan cara pendekatan fakta yang ada 

dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji 

dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai 

acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitiannya menjelaskan Apabila 

kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia yang dijual kepada pihak 

ketiga, maka tindakan kreditor (Penerima Fidusia) adalah memastikan bahwa 

objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data yang ada 

kemudian dengan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia mempunyai daya paksa 

untuk menarik kembali objek jaminan tersebut dari tangan pihak ketiga yang 

selanjutnya apabila upaya ini tidak berhasil maka dengan cara somasi atau 

gugatan keperdataan. 

                                                           
13 Hani Lisdiyani, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis 

Yogyakarta”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarata, (2015). 
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Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang 

diajukan penulis belum ada, dalam arti belum ada yang mengkaji secara khusus 

bagaiamana pelaksanaan perjanjian fidusia di kopersi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah Prima Artha paten Tridadi Sleman Yogyakarta berkaitan 

dengan pengalihan benda jaminan dalam paaktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa 

keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.14 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dalan sebuah penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat kejelasan nilai pada hukum agar sampai pada landasan filosofis yang 

tinggi. Berkaitan dengan hgal itu maka penyusun kan kemukakan beberapa teori 

yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. 

1. Perjanjian Kredit  

Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata karena perjanjian 

merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang 

lain adalah perikatan karena Undang-Undang. Pengertian perjanjian yang diatur 

dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut “suatu 

persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih.15 

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan 

perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda iini kiranya tidak perlu 

                                                           
14 Indah Antari Murti, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor 

yang Dijual pada Pihak Ketiga pada PT Bank Danamon (Persero) TBK Unit DSP Pracimantoro 

Wonogiri”, Tesis,  Universitas Diponegoro Semarang,  (2010). 
15 R Subekti, Hukum Pembuktian, dikutip oleh Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah 

Kredit,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 163. 
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dipertentangkan,karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama,yaitu 

tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. 

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas antara lain: 

a. Asas konsensualismne  

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan,maka asas ini 

menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari 

kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka 

perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai 

undang-undang  bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam pasal 1320 KUH Perdata.16 

b. Asas kebebasan berkontrak  

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk 

mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja,asalkan 

perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan,kebiasaan, dan undang-

undang. Dalam KUH Perdata asa konsensualisme terdapat dalam pasal 1339. 

Dengan asa konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu 

bersifat terbuka.17 

c. Asas itikad baik 

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu 

melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 Ayat ( 3 ) KUH Perdata 

menyebutkan,bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apapun 

yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh 

kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesungguhnya asa itikad baik 

                                                           
16 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 

164. 
17 Ibid., hlm. 164. 
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tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu 

membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara 

pada waktu membuat perjanjian dengan peleaksanaan perjanjian menjadi 

sinkron.18 

d. Asas keadilan  

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian 

harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi 

perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak 

ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas 

ini di atur pada pasal 1320 KUH Perdata.19 

e. Asas kepercayaan  

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga juga tidak kalah pentingnya 

dengan asas-asas yang lain tersebut. Dalam asas ini para pihak yang melakukan 

perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain. Kepercayaan itu 

menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang di perjanjikan.  

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. syarat-syarat yang dimaksudkan dalam 

pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu 

dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya.20 

1.) Kata sepakat  

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan kehendak kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang 

                                                           
18 Ibid.,  hlm.165. 
19 Ibid., hlm. 166. 
20 Ibid., hlm. 164. 
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diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka 

perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian menjadi 

mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.21 

Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata pada prinsipnya kekuatan 

mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena 

perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-

alasanyang diperbolehkan oleh undang-undang.  

2.) Kecakapan  

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak 

bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat 

perjanjian karena para pihak bebas menentukan bentukperjanjian secara lisan atau 

tertulis.22 

3.) Hal Tertentu 

Syarat sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Disini yang dimaksudkan 

bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1333 KUH Perdata 

memberi petunjuk bahwa perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling 

sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat di 

tentukan kemudian. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam 

perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya 

perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.23 

4.) Sebab yang halal 

                                                           
21 Ibid., hlm. 165. 
22 Ibid., hlm. 168-169. 
23 Ibid., hlm.170. 
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Untuk  mengetahui sebab yang halal adalah dengan melihat dasar 

timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi. Apa 

yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal ini yang di maksud 

oleh KUH Perdata,padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam 

membuat perjanjian.24 

2. Jaminan fidusia 

Dengan berlakunya UU No.42  Tahun 1999 maka pengertian fidusia 

digunakan rumusan yang terdapat pasal 1 angka 1 yang berbunyi: fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 

bahwa benda yang kepemilikaannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda.25 

Barang yang dapat menjadi objek fidusia pada prinsipnya adalah barang 

bergerak. Hal ini disebabkan karena latar belakang fidusia sebagai jaminan utang 

yang berawal dari masalah yang dihadapi oleh jaminan gadai yang prosedurnya 

wajib menyerahkan barang kepada kreditur untuk di kuasainya. Dalam 

perkembangannya, ternyata bukan hanya barang bergerak saja yang dapat 

difidusiakan, akan tetapi barang tidak bergerakjuga dapat dijaminkan dengan 

jaminan tersebut walaupun sifatnya terbatas. 

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 barang-barang yang 

dapat menjadi objek  fidusia ada dua macam,yaitu: barang bergerak dan barang 

                                                           
24 Ibid., hlm 177. 
25  Ibid., hlm. 234. 
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tidak bergerak (khusunya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak 

tanggungan).26 

Mengenai benda bergerak yang dapat menjadi objek fidusia adalah sama 

dengan objek gadai. Seperti telah diketahui bahwa barang bergerak meliputi 

barang bergerak yang bertubuh dan barang bergerak yang tidak bertubuh. Barang 

bergerak yang bertubuh adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata dan 

dapat dipegang atau diraba.sedangkan barang bergerak tidak bertubuh meskipun 

barangnya tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya antara lain seperti 

hak tagih, hak cipta, hak merk dan sebagainya. 

Adapun objek fidusia berupa barang tidak bergerak ruang lingkupnya 

terbatas pada ruang berupa barang bangunan yang tidak dapat dibebani dengan 

hak tanggungan. Bangunan di katakan sebagai barang tidak bergerak karena pada 

umumnya bangunan sengaja dibuat untuk menyatu pada tanah dan tidak mungkin 

dapat dipindah-pindahkan dari tempatnya. Syarat-syarat perjanjian fidusia:  

a. Bentuknya dengan akta notaris. 

Dalam fidusia perjanjiannya berbentuk tertulis dan dituangkan dalam akta 

notaris (Pasal 5 Ayat (1) UU Fidusia. Bentuk perjanjian fidusia yang demikian 

bersifat mutlak karena merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan 

pemegang gadai. Hal tersebut ada hubungannya dengan keberadaan fidusia tidak 

dapat dilepaskan dari pendaftaran. 

Ketika membuat perjanjian fidusia debitur dan kreditur harus datang 

menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta. Dalam pasal 1 angka 1 

                                                           
26  Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
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UU No. 30 Tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat 

akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dan wajib dipercaya 

kebenarannya. Oleh karena itu, pemegang fidusia ketika mendaftarkan fidusia ke 

kantor departemen Hukum dan HAM, akta fidusia digunakan sebagai bukti 

tertulis, dan petugas pendaftaran percaya telah terjadi perjanjian fidusia antara 

pemberi dan pemegang gadai. 

b. Isi perjanjiannya 

Perjanjian fidusia dilihat dari segi materinya telah di tetapkan dalam pasal 6 

UU Fidusia, yaitu minimal isi perjanjian fidusia harus memuat tentang identitas 

para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai 

barang jaminan. 

3. Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dan debitur.27 Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur 

sudah diberikan peringatan, namun peringatan yang diberikan tidak menyebabkan 

terpenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur maka kreditur melakukan 

langkah-langkah penyelamatan agar debitur memeuhi kewajibannya. 

Prof.R. Subekti,S.H. mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian 

atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:28 

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

                                                           
27 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

Cet-9,  hlm. 180. 
28 Diakses dari http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-

wanprestasi.html, pada 11 November 2016 pukul 09.20 WIB. 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html
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b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yang diperjanjikan. 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 

4. Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 

dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa 

dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima 

pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimanyasesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad 

pembiayaan.29 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syriah berbeda dengan kredit yang 

diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah,  return atas 

pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bventuk lain sesuai 

dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. 

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:  

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar- menukar barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. 

c. Pembiayaan sebagai alat penendali harga. 

                                                           
29  Ismail, Perbankan Syariah,  (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106. 
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d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang 

ada. 

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkanoleh bank syariah 

kepada mitra usaha antara lain: 

a. Manfaat pembiayaan bagi bank 

1.) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas 

jasa berupa bagi hasil dan pendapatan sewa, tergantung pada akad 

pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha 

(nasabah). 

2.) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. 

3.) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan 

produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.30 

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur. 

1.) Meningkatkan usaha nasabah. 

2.) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank 

syariah relatif murah 

3.) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang 

sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

4.) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan 

kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga 

nasabah dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.\ 

 

                                                           
30 Ibid.,  hlm. 110. 
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G. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penyusunan pelaksanaa perjanjian fidusia di kspps Prima Artha 

berkaitan dengan pengalihan benda jamnan yaitu: 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk 

penelitian lapangan (field research), yaitu obyek penelitian langsung pada  

lembaga KSPPS Prima Artha di Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. Semua data 

yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari 

pihak-pihak terkait dengan lembaga kspps Prima Artha. 

2. Sifat Penelitian   

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif-

kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek 

yang diteliti yaitu tentang pelaksanaa perjanian fidusia di KSPPS Prima Artha 

berkaitan dengan pengalihan benda jaminan. Penelitian yang memberikan data 

sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti.31 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

secara yuridis empiris yang artinya penelitian ini nantinya akan dilaksanakan 

pendekatan terhadap undang-undang dan juga ke efektifan undang-undang 

tersebut. 

                                                           
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986),  hlm. 10. 
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4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun mengambil lokasi 

penelitian di  KSPPS Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. 

 

5. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen 

hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, 

Undang-Undang Nomor 25b Tahun 1992 tentang  perkoperasian. 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan 

tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian 

fidusia. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Penelitian Lapangan (observasi) 

Langkah pertama yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini yaitu 

melakukan observasi terlebih dahulu di KSPPS Prima Artha Paten Tridadi Sleman 

Yogyakarta 

b. Wawancara (interview) 

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan 
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diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin 

digali dari informan, sehingga informan dapat menjawab dengan pemahaman, 

pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang 

akurat dan jelas.     

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi 

Langkah terakhir yang dilakukan ialah studi pustaka dan dokumentasi, 

yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku dan 

sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber 

dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian. 

7.  Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data 

untuk selanjutnya dilakukan dengan pengeditan data agar data yang sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji pada akhir dari pengolahan data sehingga siap dipakai 

untuk dianalisis. 

b. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta 

diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif. 

 

H. Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima 

bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagau berikut: 
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Bab pertama, pendahuluan yang merupakan sebuah pedoman yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari bab ini menyampaikan beberapa sub 

bahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang pembiayaan, 

perjanjnian kredit, wanprestasi, jaminan  fidusia yang meliputi pengertian fidusia 

dan syarat-syarat fidusia. 

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang  koperasi simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah,sejarah berdirinya,visi dan misi,struktur 

organisasi, produk dan  jasa di KSPPS Prima Artha. 

Bab keempat, merupakan analisa yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan, yaitu menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia di KSPPS Prima Artha. 

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan terhadap hasil penelitian. 

Seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang 

diperoleh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, bahwa: 

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di KSPPS 

Prima Artha, yaitu sebagai berikut: 

a. Anggota akan melakukan pengajuan kredit terlebih dahulu kepada pihak 

koperasi yang nantinya akan dilakukan proses dari pengajuan tersebut sampai 

adanya persetujuan dari pihak koperasi. 

b. Apabila pihak koperasi telah menyetujui pengajuan kredit maka akan 

dilanjutkan dengan menghubungi para pihak untuk melakukan perjanjian 

kredit dan akta fidusia dihadapan notaris kemudian dana akan dicairkan oleh 

pihak koperasi 

c. Pihak Koperasi kemudin melakukan pendaftaran akta fidusia dikantor 

pendaftaran fidusia, untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap terhadap 

pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia tersebut 

2. Penyelesaian Masalah Ketika Terjadi Pengalihan Objek Jaminan oleh Debitur 

di KSPPS Prima Artha yaitu, penyelesaian dilakukan melalui jalur nonlitigasi 

dengan cara negosiasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan 

pemberian surat peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik 

dari pihak debitor (pemberi jaminan fidusia) maka akan dilakukan eksekusi 

benda yang menjadi jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek 
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jaminan fidusia sudah tidak diketemukan keberadaanya, maka Direktur 

KSPPS Prima Artha yang akan langsung turun tangan untuk melakukan 

pencarian objek jaminan dan akan melakukan eksekusi dengan cara title 

eksekutorial dimana tanpa putusan dari pengadilan. Eksekusi dilakukan 

dengan pembuktian akta fidusia yang telah didaftarkan. Objek jaminan yang 

berhasil di eksekusi akan dilakukan pelelangan atau penjualan dibawah 

tangan dengan syarat kedua belah pihak sepakat, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan nilai tertinggi. Hasil dari penjualan objek jaminan nantinya 

akan digunakan untuk pelunasan hutang beserta biaya-biaya lainnya dan 

sisanya akan dikembalikan kepada debitor (pemberi jaminan fidusia). 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya untuk lebih mempertegas peraturan mengenai pendaftaran akta 

jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, harus diadakannya sanksi yang diperoleh apabila 

akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. 

2. Sebaiknya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juga 

mengatur mengenai prosedur eksekusi dengan cara title eksekutorial apabila 

objek jaminan berada pada kekuasaan pihak ketiga, sehingga pihak kreditor 

tetap melakukan eksekusi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan 

menjaga hak dari pihak ketiga. 

3. Bagi masyarakat yang akan melakukan kredit dengan jaminan fidusia lebih 

baik untuk memahami terlebih dahulu peraturan mengenai jaminan fidusia 
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sehingga tidak akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan tidak 

merugikan orang lain baik kreditor mapun pihak ketiga. 
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